
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTADEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NoMoR : t9o lHK.03 .2-Kpt/ 3276 lKpu-Kotlxl 2o2o
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR L7 4/ HK. 03 .2 -Kpt / 327 6 / KPU-K ot I rX I 2O2o TENTANG pEDOMAN

TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COR ONA IZTRUS

D/SEASE 2OL9 (COWD-191

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan

umum Kota Depok Nomor tr4/HK.o3.1-
Kpt I 327 6 I KPU-K ot / rx / 2o2o tentang pedoman Teknis
Dana Kampanye Peserta pemilihan wali Kota dan
wakil wali Kota Depok Tahun 2o2o Dalam Kondisi
Bencana Nonalam corona virus Dfseas e 2olg (cowD-
19]', Komisi Pemilihan umum Kota Depok telah
menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye
Pesreta Pemilihan wali Kota dan wakil wali Kota
Depok Tahun 2o2o Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Dfsease 2OL9 (COWD-L9);

b. bahwa Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor L2

Tahun 2o2o tentang perubahan atas peraturan

Komisi Pemilihan umum Nomor s rahun 2oLZ
tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur
dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati,
dan/atau walikota dan wakil walikota, perlu
melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap
Pedoman Teknis Tata Dana Kampanye peserta

Pemilihan wali Kota dan wakil wali Kota Depok
Tahun 2o2o Dalam Kondisi Bencana Nonalam corona

Virus
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o

!
n



2-

Mengingat

Virus Disease 2019 (COWD-L));

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2o2o tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danf atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2O19 (Couid-191, perlu

melakukan penyesuaian dan perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor r74 lHK.03. 1 -Kptl 3276lKPU-Kotltxl 2O2O

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Dfsease 2019 (COWD-L));

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di

atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Depok tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor 174lHK.03. 1-Kpt/ 3276lKPU-KotlIXl2O2O

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2Ol9 (COWD-lg).

1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2o2o tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2o2o
tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1

Tahun 2ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan walikota menjadi undang-undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o2o Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6sl2l;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor s rahun

2oL7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danf atau walikota dan wakil walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 828)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor L2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1059);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2o2o tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2olg
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali
Kota dan wakil wali Kota Tahun 2o2o (Berita Negara

Republik ...
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Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau

Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Disease 2019 (Couid-191 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 716) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Wali

kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Vints Disease 2O19

(Couid-l9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 981).

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 452IHK.O3-Kptl 03 IKPUllX..l 2O2O

Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan

Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danf atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 453 lHK.O3-Kpt /OS lKPU lIXl2O2O
Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan

Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas

Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 454/ HK.03 -Kpt/ 03 I KPU / IX I 2O2O

Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Pemilihan Gubernrrr dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...
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wakil Bupati, danf atau wali Kota Dan wakil wali
Kota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kota

Depok Nomor 284/PK.0 1-BA/ 3276 IKPU-Kotlxl 2o2o

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan

Umum Kota Depok Nomor |T4/HK.O3.1-

Kptl 3276 /KPU-Kot/lxl2o2o tentang Pedoman Teknis

Dana Kampanye Peserta Pemilihan wali Kota dan

wakil wali Kota Depok Tahun 2o2o Dalam Kondisi

Bencana Nonalam corona vints Dfsease 2oL9 (cowD-
1el.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMTLIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR r74 /HK.O3.1_
Kw l3276lKPU-Kot/rXl2o2o TENTANG PEDOMAN

TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA IZTRUS

D/SEASE 2Ot9 (COWD-lg)

Mengubah Ketentuan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV,

Bab v, Bab vI dan Bab vII Lampiran I Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok Nomor lr4 /HK.03.1-
Kptl 3276 I KPU-Kotl rxl 2o2o tentang Pedoman Teknis

Dana Kampanye Peserta Pemilihan wali Kota dan wakil
wali Kota Depok Tahun 2o2o Dalam Kondisi Bencana
Nonalarn corona vilus Disease 2ol9 (cowD-l9) sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Mengubah Ketentuan pada Lampiran II Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor
174lHK.03.1-Kpt/3276IKPU-Kot/rx/2o2o tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye peserta pemilihan Wali
Kota dan wakil wali Kota Depok Tahun 2o2o Dalam
Kondisi Bencana Nonalam corona vhus Disease 2olg

(Couid-l9)...
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(COVID-191 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam L,ampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada l"ampiran III Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

174/HK.03.l-Kpt/3276lKPU-Kot llxl2O2O tentang

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali

Kota dan Wakit Wali Kota Depok Tahun 2A2O Dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease z0tg
(COWD-191 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada L,ampiran IV Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

L74|HK.O3.l-Kpt/3276lKPU-Kot /Ix/2O2O tentang

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tatrun 2A2O Dalam

Kondisi Benc€ura Nonalam Coronn Virus Di.sease zALg

(COVID-191 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam la.mpiran IV yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Mengubah Ketentuan pada l,ampiran V Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

L74 /HK.O3. l-Kpt/3276 /1<PTJ-Kot/Ix l2A2A tentang

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2A Dahm

Kondisi Bencana Nonalam Corana Virtts Disease 2Ol9

(COWD-191 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam l,ampiran V yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM...
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LAMPIRAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : LgA / HK.O3.2-Kpt/ 3276lKPU-Kot/x / 2O2O

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

rT 4 / HK.0s. 1 -KPT / 327 6 / KPU-Kot / Ix I 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2A2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2OI9

povn-1el

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR rT 4 / HK.03. 1-KPT / 3276 / KPU-Kot/Ix/ 2020 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

coRoNA yIRUS D/SEASE 2OL9 (COWD-lel
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BAB I

PENDAHULUAN

A. L,atar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2A2A

merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Serentak berdasarkan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2A2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2A2O tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturarr

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-

undang sebelumflyd, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis

sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan

menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail

dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O17 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2O2A

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2OL7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darrtf atau Walikota dan Wakil Walikota,

yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam

setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah

dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Nomor 12 Tahsn 2A20 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O17 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dartf atau Walikota dan Wakil Walikota, diperintahkan untuk
menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kata, tentang

pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
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Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini

dengan penyesuaian terhadap Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus

Dsease 2OL9 (COWD-191. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok menyusun dan menetapkan pedoman ini untuk menjadi panduan

terutama bagr penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dan masyarakat

umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2A2O.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bag Komisi Pemilihan Umum Kota

Depok dalam melaksanakan tahapan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O. Adapun tujuan dari pedoman

teknis ini yaitu dengan maksud menjadi panduan:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan

pelapora.n dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok Tahun 2O2O;

2. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O dalam

mengelola dan mempertanggungiawabkan penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye; dan

3. Akuntan Pubtik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka

perikatan asurans atas I"aporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan,
ruang lingkup, pengertian umum dan asas;

2. Dana Kampanye yang menguraikan sumber, bentuk dan pembatasan

pembiayaan kampanye, pembatasan dana kampanye, dan rekening

khusus dana kampanye;

3. Pelaporan Dana Kampanye yang menguraikan pencatatan dana

kampanye, pelaporan dana kampanye, laporan awal dana kampaoye,

laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, laporan penerimaan

dan pengeluaran dana kampanye; dan

4. Audit Dana Kampanye yang menguraikan bentuk perikatan dan tujuan
audit.
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D.Pengertian Umum

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2O,

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rak-vat di

Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun

2O2O secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU

RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU

Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pen-velenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang penyelenggara Pemilihan

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disingkat KPU Kota

Depok adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wati Kota Depok Tahun 2A2O berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang pemilihan.

7. Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok yang selanjutnya disebut

Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilu di wilayah Kota Depok.
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8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan citacita untuk memperju angkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik

nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai

Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Pennrakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sarna bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wati Kota dan Wakil Wali Kota

Depok Tahun 2O2O.

1 1. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah

kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan

program calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

l2.Dxta Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa

yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai

kegiatan Kampanye Pemilihan.

13. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung

penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

l4.Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah

pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye,

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum

pembukaan Rekening Khusus Dana KampaoJe, dan penerimaan

sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan /ata,u Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
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15. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan

yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU

Kota Depok.

16. I"aporan Penerimadn dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan

dan pengeluaran Dana Kampanye.

LT.Iaporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK,

dan LPPDK.

18. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang

digunakan untuk keperluan audit.

19. Akuntan Publik, ytrtg selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang

telah memeroleh tzin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam

peratur€Ln perundangundangan mengenai Akuntan Publik.

20. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan

usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan iztn usaha berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.

21. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas

Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon

sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Depok

dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian la"poran Dana

Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

2Z.Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah

segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang

memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi

pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

23. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1. KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2O2A, berpedoman pada

asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;
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d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi;

1. efektivitas.

2. Pemilihan Serentak I"anjutan selain diselenggarakan dengan prinsip

sebagaimana dimaksud pada angka L, juga diselenggarakan dengan

mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara

Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat

dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COWD-lg)

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanazrn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, danf atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Viru"s Disea,se 2O19 (Couid-191

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, danfatau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak

I"anjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vinn Disease 2O19

(Couid-191.
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BAB II

DANA KAMPAI{YE

Bagran Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan /atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pasangan Calon perseora.ngan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam angkat t huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta

kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politjk sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf b berasal dari

keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud

dalam angka t huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum swasta.

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga

Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau

anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud

pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak
mengikat.

Dana Kampanye sebagaima.na dimaksud dalam angka 3, dapat berbentuk:

a. uang;

5
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3
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7
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b. barang; dan/atau

c. jasa.

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada

angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet glro,

surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada

angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

1 1. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka

8 huruf c meliputi pelayanan/pekedaan yang dilakukan pihak lain yang

manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

L2. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar

yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai

Politik selama masa Kampanye.

L4. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

15. Dana I(ampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau

badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan

huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum

sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka L4, dan angl<a 15, bersifat

kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5

meliputi jumtah penerimaan dalam bentuk uang, barang dxr/atau jasa

yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
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18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan

identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1) nama Partai Politik;

2l alamat Partai Politik;

3) nomor akta pendirian Partai Politik;

4l Nomor Pokok Wqiib Pajak;

5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7l jumlah sumbangan;

8) asal perolehan dana; dan

9) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangErn bersifat tidak mengikat;

b. perseorEulga.n:

1) nama;

2l tempat /tanggal lahir dan umur;

3) alamat penyumbang;

4) nomor telepon/telepon genggam (aktifl;

5) nomor identitas;

6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);

7l pekerjaan;

8) alamat pekedaan;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana; dan

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

1) nama kelompok;



- 18-

2l alamat kelompok;

3) nomor akta pendirian kelompok;

4l nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat

keterangan terdaftar;

5) nomor identitas pimpinan kelompok;

6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);

7l Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada;

8) n€una dan alamat pimpinan kelompok;

9) jumlah sumbangan;

10) asal perolehan dana;

11) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

1) narna badan hukum swasta;

2l alamat badan hukum swasta;

3) nomor akta pendirian badan hukum swasta;

4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;

5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;

6) nomor telepon/telepon genggam direksi /atau pimpinan badan

hukum swasta;

7l nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8) jumlah sumbangan;

9) asal perolehan dana;

10) pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

19. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada

angka L8 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
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20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam

bentuk uang, barang, darr/atau jasa merupakan kelompok berbadan

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2L. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 2O dibuktikan dengan:

a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukurn dan

hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

b. salinan surat keterangan terdaftar bagl organisasi kemasyarakatan

yang terdaftar, dari:

1 
ffi:" #: T"J"::ffirr #XJ Hffi T:,il:
lingkup nasional;

2l gubernur bagr organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup

provinsi; atau

3) bupati/walikota bag organisasi kemasyarakatan yang memiliki

lingkup kabupaten / kota,.

22. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana

dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian

badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian

badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

23. Penerima€rn sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka LT yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor

rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai

identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

24. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat

berupa surat keterang€rn dari bank yang bersangkutan.

25. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka LT yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat
pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.

26. Pasangan Calon perseorarng€rn dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14,

dan angka 15:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
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b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana

dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Depok, paling lambat t4
(empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

27. KPU Kota Depok memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan

sebagaimErna dimaksud pada angka 26 ke kas Negara.

28. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar

harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan

yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor L2 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil Walikota.

30. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik danlatau

Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa

dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan

pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2A2O tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2A17 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bagran Kedua

Pembatasan Dana Kampanye

KPU Kota Depok menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye,

perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan

Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis,

logistik, dan manajemen Kampanye/ konsultan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara

menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

1

2
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a. rapat umum = jumlatr peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar

biaya daerah;

c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya

daerah;

d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (3Oo/o (tiga puluh

persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

e. jasa manajemen/konsultan;

f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang

jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Depok; dan

g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang

jumlahnya pada keputusan KPU Kota Depok.

Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota

Depok berkoordinasi dengan:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon; dan/atau

c, Petugas Penghubung,

untuk mendapatkan masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan

hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening

Khusus Dana Kampanye pada bank umum.

Rekening Khusus Dana I(ampanye untuk Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungarl Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon.

4

1

2



-22-

3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 2 dibuka atas narna Pasangan Calon dan spesimen

tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabung€rn

Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagr Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan

yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening

Khusus Dana Kampanye.

6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh

Pasangan Calon perseorangan.

7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon

perseorErngan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas narna

Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus

dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.

8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan

Calon.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan

hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9

yang telah disampaikan kepada KPU Kota depok tidak dapat ditarik
dan/ atau dilakukan penggErntian.

1 1. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran

sebagaimana dimaksud pada angka I menjadi Lampiran pada LADK,

LPSDK, dan LPPDK.
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L2. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain,

Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola

Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok.

13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka L2 disampaikan saat penyampaian

LADK.

L4. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka L2 menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran V yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening

Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.

16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka 1 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank

umum.

17. Pasangan Calon w4jib menyampaikan surat pernyataart dari bank umum

sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada KPU Kota Depok untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 2 (dua) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.
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BAB III

PELAPORAN DANA KAMPAI{YE

Bagran Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungiawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka L dan pelaporannya

menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wqiib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan

penerimaan la.poran Dana Kampanye.

Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran

dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan sebagaimEilra dimaksud pada angka 6 terpisah dari

pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungi awabkan.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan anS<a 7 dimulai

sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye

berakhir.

3
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Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Depok Tahun 2O2O.

Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar

belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasangan Calon wajib menJrusun dan menyampaikan la.poran Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK; dan

c. LPPDK.

Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua)

orang sebagai Petugas Penghubung.

Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4

wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan.Wali Kota dan Wakil Wali Kota

paling lambat pada saat penyampaian LADK.

Bagian Ketiga

Laporan Awal Dana Kampanye

LADK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 3 huruf a yaitu

pembukuan yang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;

b. Nomor pokok wajib pqiak masing-masing Pasangan Calon;

c. saldo awal atau saldo pembukaan;

d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang

sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal

merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan

Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; dan

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

1
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g. saldo pada saat penutupzrn pembukuan LADK.

2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak

penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum

penyampaian LADK.

3. Pasangan Calon menyarnpaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 kepada KPU Kota Depok 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam

L,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat

disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

7. KPU Kota depok menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas

Penghubung.

8. KPU Kota Depok melakukan pencerrnatan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LADK.

9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

10. KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LADK dalam berita

acara.

1 1. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana

dimaksud pada angka I tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan

khusus dalam berita acara.

L2. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka

10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam L,ampiran V yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

13. KPU Kota Depok mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.
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Bagran Keempat

I"aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Bagran Kedua angka 3 huruf b

merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari

sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Depok.

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2A.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam

l,ampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

2

3

4

5

rnr

6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh

Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

7. KPU Kota Depok menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas

Penghubung.

8. KPU Kota Depok melakukan pencerrrratan terhadap:

a. cakupan informasi; dan

b. format LPSDK.

9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

10. KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita

acara

1 1. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana

dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan

khusus dalam berita acara.

L2. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam

angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.
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13. KPU Kota Depok mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari

setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada

papan pengumuman danlatau laman KPU Kota Depok.

Bagian Kelima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1

2

3

4

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Bagran kedua angka 3 huruf c

adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan

Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.

LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok untuk

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) hari

setelah masa Kampanye berakhir.

LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU

Kota Depok paling lambat pukul 18.00 WIB.

Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam

L,ampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

5

lnl.

6. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh

Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

7. KPU Kota depok menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas

Penghubung.

8. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

9. KPU Kota Depok membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani

bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

10. KPU Kota Depok menu angkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita

acara

1 1. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

angka 9 dan angka 1O dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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L2. KPU Kota menyampaikan l,aporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 kepada I(AP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua)

hari setelah diterimanya LPPDK.
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BAE} IV

PERSIAPAN AUDIT DANA KAMPAI{YE

Bagian Kesatu

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Bentuk perikatan audit I"aporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah

audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana

Karnpanye.

Keluaran audit kepatuhan sebagaimErna dimaksud pada angka 1 berupa

opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu

asersi atau lebih.

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai

dengan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana

Kampanye dengan peraturan perunda.ng-undangan yffiig mengatur

tentang Dana Kampanye.

Bagran Kedua

Seleksi Kantor Akuntan Publik

KPU Kota Depok melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan

Dana Kampanye.

Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam

kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Biaya pelaksanaati, kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KPU Kota Depok menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit Laporan Dana

Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat melakukan audit

I"aporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

3

4

3

4

5
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KPU Kota Depok melakukan seleksi terhadap KAP yang dapat mengikuti

pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. memiliki surat iztn usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;

c. telah melunasi kewajiban paiak tahun terakhir (SPT/PPh);

d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan

e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan

surat perryataz-r:- di atas kertas bermaterai.

AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana Kampanye harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat rzin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagt

AP yang ditugaskan;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bag AP yang ditugaskan;

c. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik dan/atau tim kampanye Pasangan Calon bag AP dart

personil yang ditugaskan dalam tim audit;

d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan

personil yang ditugaskan dalam tim audit;

e. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:

1) AP sebagai partner in charge (yang menandatangani laporan hasil

audit);

21 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan

3) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).

f. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e,

wajib memiliki pengalaman keda audit di KAP, dan pendidikan

minimal:

1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S 1 Akuntansi; dan

2l anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;

g. diutamakan memiliki serti{ikat pelatihan audit atas laporan Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang

7
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diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih

berlaku;

h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi

oleh AP dan ketua tim; dan

i. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan audit

Dana Kampanye.

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OLL

tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, Akuntan Publik

harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik

profesi Akuntan Pubfik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan

Publik.

9. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor I Tatrun 2015 menyatakan

bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan harus diaudit oleh AP,

sehingga dalam pelaksanaannya dan merujuk pada tujuan dilakukannya

audit adalah untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan

atas suatu hal pokok dibandinglan dengan kriteria, maka ker angka

perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans dalam

hal ini Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Akuntan Publik harus

memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000

khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

10. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi persyaratan wajib

melakukan kerja sarna dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan

ketentuan:

a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan

apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau tnn AP dicabut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah

pihak;

c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang mengatur tentang Dana Kampanye;

d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP

dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; dan

e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan

audit Dana Kampanye di wilayah yang sarna.
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11. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU

Kota Depok sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.

KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti.

Bagian Ketiga

Perikatan Audit

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari

KAP yang ditetapkan KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

Pasangan Calon perseorangan; dan

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana

Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang

diselenggarakan oleh KPU Kota Depok.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1

bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

KPU Kota Depok menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP

melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon

dalam satu wilayah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Tahun 2O2O.

Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak

lumpa,tmp.

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU Kota

Depok.

Untuk menghindari tedadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah

disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk

kontrak lainnya yang sesuai.

3
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10. Jika pihak KPU Kota Depok bukan merupakan pihak yang bertanggung

jawab, sifat dan isi surat perikatan atau kontrak dapat bervariasi.

Keberadazrn suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi

ketentuan untuk menyepakati klausul-klausul dalam surat perikatan.

Bahkan dalam situasi demikian, surat perikatan dapat berguna baik bagr

AP maupun pihak KPU Kota Depok.

Bagran Keempat

Perenca.naan Audit

Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga

perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan

perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan,

mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta

mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk
mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan,

serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota

tim.

Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan

kondisi perikatan.

Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan perikatan

asurans meliputi:

a. ketentuan perikatan;

b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;

c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;

d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko

bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalatran penyajian

material;

e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta

pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan
. asurans; dan
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f. kebutuhan personel dan keatrlian, termasuk sifat dan luas

keterlibatan pakar.

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan

sikap skeptisme profesional yang menyadari batrwa kondisi yang tidak

biasa dapat te{adi yang menyebabkan terjadinya kesalatran penyajian

material dalam informasi hal pokok.

Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis,

dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang

diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau

menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi

yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi:

a. kegiatan penilaian risiko; dan

b. pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

Perencanaan audit yang berupa penilaian risiko meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Pasangan Calon tentang

kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha

untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Pasangan Calon

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan

kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain

pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak

disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi

Pasangan Calon.

b. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti

perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan

bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak

bukti yang tersedia bagr auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

c. Prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak

disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi

ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui

persekongkolan antara Pasangan Calon dengan pihak ketiga.

d. Penemuan kemudian batrwa terdapat ketidakpatuhan material tidak
menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaarl, atau
pertimbangan auditor.
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e. Auditor harus mengurangr risiko perikatan asurans ke suatu tingkat

rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.

f. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat

praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi

kesalahan penyajian material atas hal pokok.

g. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal

pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko

deteksi.

10. Perencanaan audit yang berupa pemerolehan pemahaman atas

persyaratan kepatuhan tertentu meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Auditor harus memperoleh pemahamarn tentang persyaratan tertentu

yang terdapat dalam Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan.

b. Untuk memperoleh pemahaman ssfoagaimana dimaksud di atas,

auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1) undang-undang, peraturan, dan ketentuan dalam Pedoman Audit,

yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana

Kampanye;

2l pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang

diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di

dalam Pasangan Calon; dan

3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang

diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci di

luar Pasangan Calon (seperti pihak pengatur KPU dan KPU Kota

Depok).

c. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan

kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi

dan menilai risiko kesalahan penyqiian material dalam informasi hal

pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur

pengumpulan bukti lebih lanjut.

d. Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi

lainnya dari perikatan merupakan suatu bagran esensial dalam

perenc€rnaan dan pelaksanaan perikata.n asurans.

e. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu ker angka

acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama

perikatan, sebagai contoh ketika:

1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
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2l menilai kesesuaian kriteria;

3) mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai

contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurang&tr,

dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekedaan seorang

pakar;

4l menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai

ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (iika relevan), dan

mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;

5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;

6) merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih

lanjut untuk mengurangl risiko perikatan asurans ke tingkat yang

tepat; dan

7l mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan

tulisan pihak yang bertanggung jawab.

f. Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau

mengukur hal pokok.

g. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau

mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk
penyajian dan pengungkapan.

h. Dalam pelaporan perikatan asurans kerangka kepatuhan, kriteria

yang digunakan adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil Walikota.

1 1. Dalam pemeriksaan atas Asersi Pasangan Calon tentang kepatuhan

Pasangan Calon terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor

harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans

ketika merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan asurans.

L2. Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat,

dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah

informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian.

13. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki

nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan

tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap

kepatuhan laporan dana kampanye pasangan calon.
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14. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggt

terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku

(aspek kepatuhan).

15. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung

lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan

dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas,

ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kewajiban Kantor Akuntan Publik

KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok melaksartal<xt audit dengan ketentuan:

1. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat

penugasan dari KAP yang ditunjuk KPU Kota Depok;

2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan

audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15 (lima belas) hari sejak

diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Kota Depok;

3. Dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit,

KAP wajib menggunakan pedoman audit Dana Kampanye peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota; dan

4. KAP wajib membuat dan meny€unpaikan surat penryataan independensi.



2

3

-39-

BAB V

PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPAI{YE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Audit

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota

Depok sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka L2.

Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan

semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

Pasangan Calon w4jib memberikan akses bagr auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampaoy€, Rekening Khusus Dana Kampatry€,

dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan

penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas

penyumb*g;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kedua

Representasi

1. Auditor harus memperoleh representasi dari Pasangan Calon.

2. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangr kemungkinan

terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Pasangan Calon.

3. Secara khusus auditor meminta dari KPU Kota Depok suatu representasi

tertulis mengenai pengevaluasian ata.u pengukuran hal pokok

dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan apakah representasi

tertulis tersebut akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna

yang dituju,

4. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan

dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan

suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan.

1



5

-40-

Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan

laporan asurans.

Bagian Ketiga

Pemerolehan Bukti

1. Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis

untuk menyatakan kesimpulan.

2. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran

kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut.

3. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh

bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

4. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam

mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan

ketepatan bulrti tersebut untuk mendukung laporan asurarls.

5. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit

atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan

profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

6. Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung

pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu

mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai

bukti.

7. Namun demikian perikatan asurans jarang sekali mencakup autentikasi

dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal

autentikasi tersebut.

8. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit

dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimb angkan.

9. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin

dipengaruhi oleh arah pengujian.

10. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan

teknik asurarls, serta pengumpulan bukti ytrtg cukup dan tepat sebagai

bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup

pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain

perikatan.

1 1. Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus

dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel

yang diambil paling sedikit 30 sampel, narnun demikian auditor perlu
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mempertimbangkan lebih lanjut kecukup€Ln bukti audit untuk menunjang

kesimpulan yang akan diambil.

L2. Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor

terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit.

13. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

a. inspeksi;

b. obsenrasi;

c. konfirmasi;

d. penghitungan kembali;

e. prosedur analitis; dan

f. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambatran atau

alternatif.

Bagran Keempat

Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signi{ikan dalam

menyediakan bukti yang mendulrung laporan asurans dan bahwa

perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh

hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan

kesimpulan terkait.

Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau

pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan

falrta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik.

Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait

dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang

dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang

timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil,

serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai

kesimpulan- kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang

dilaksanakan, auditor harus mencrrntumkan hal-hal tertentu yang telah

diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal

pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekedaan

tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

1

2

3
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Bagian Kelima

Prosedur Yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal

dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit dana

kampanye.

Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam

menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan

keadaan masing-masing perikatan dengan mempertimbangkan tingkat

materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas dan

waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya

terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur

lain, tergantung dari tujuan yang ingrn dicapai oleh auditor untuk

mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor

dalam melakukan audit dana kampanye.

Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi:

No. Asersi Kriteria Prosedur Audit

A Pengujian Asersi untuk Umum

1 Cakupan

Pelaporan

Pasangan Calon

melaporkan LPPDK

beserta dokumen

pendukung (paling

lambat 1 (satu) hari

sejak berakhirnya

masa kampanye

paling lambat pukul

18.00 waktu setempat)

kepada KPU Kota

Depok.

a. Dapatkan LPPDK beserta

laporan pendukung terkait

dari KPU Provinsi /KIP Aceh

atau KPU/KIP

KabupatenfKota, seperti

yang tercantum dalam

tanda terima penyerahan

LPPDK;

b. Periksa kelengkapan

dokumen pendukung

LPPDK yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok;

c. Periksa kesesuaian tanggal

dan waktu tanda terima

penyerahan LPPDK, yaitu
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paling lambat 1 (satu) hari

sejak berakhirnya masa

kampanye paling lambat

pukul 18.00 waktu

setempat; dan

d. Lakukan kon{irmasi kepada

KPU Kota Depok terkait

kesesuaian batas waktu

penyampaian LPPDK

Pasangan Calon fiika
diperlukan).

2 Periode Pencatatan

dan Pelaporan

Pasangan Calon

melakukan

pencatatan

penerimaan dan

Pengeluaran Dana

Kampanye dimulai

sejak pembukaan

Rekening Khusus

Dana Kampanye

(RKDK) dan ditutup
pada saat masa

Kampanye berakhir.

a. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

Penerimaan Dana

Kampanye pada Formulir

yarlg terkait;

b. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

Pengeluaran Dana

Kampanye pada Formulir

yang terkait; dan

c. Ambil sampel pada tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran dari huruf a
dan huruf b di atas, dan

lakukan pengujian pisah

batas (cut-off test).

B Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu

3 Rekening Khusus

Dana Kampanye

(RKDK)

a. Untuk Pasangan

Calon yang

diusulkan oleh

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik, Penempatan

Dana Kampanye

Periksa kesesuaian

kepemilikan RKDK dengan

cara membandingkan narna

pemilik RKDK antara

informasi yang tercantum

dalam rekening koran dengan

nama Pasangan Calon terkait.
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berupa uang pada

RKDK atas narna

Pasangan Calon,

dibuka oleh Partai

Politik atau

Gabungan Partai

Politik yang

mengusulkan

Pasangan Calon

pada Bank Umum.

b. Untuk Pasangan

Calon

Perseorangan,

Penempatan Dana

Kampanye berupa

uang pada RKDK

yang dibuka oleh

dan atas nama

Pasangan Calon

Perseorangan pada

Bank Umum.

4 Batasan

Maksimum

Sumbangan

Pasangan Calon

mematuhi jumlah

penerimaan

sumbangan

(mencakup uang,

barang, danf atau jasa

yang dapat

dikonversikan dengan

nilai uang, termasuk

hutang dan diskon

pembelian barang

atau jasa yang

melebihi batas

kewajaran transaksi
jual beli secara umum)

a. Mengingat batasan atas

nilai sumbangan berlaku

untuk jumlah sumbangan

secara akumulatif (bukan

berdasarkan transaksi)

untuk setiap pemberi dana,

maka LADK, LPSDK, dan

LPPDK wajib direkapitulasi

oleh Pasangan Calon atau

tim kampanye berdasarkan

nama pemberi dana.

b. Tentukan kepatuhan atas

batasan jumlah maksimum

penerimaan sumbangan

(mencakup uang, barang,
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yang dilaporkan dalam

LADK, LPSDK dan

LPPDK tidak melebihi

jumlah:

a. Rp750.000.000,00

(tujuh ratus lima

puluh juta rupiah)

untuk penyumbang

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik;

b. Rp75.0OO.O0O,O0

(tduh puluh lima

juta rupiah) untuk
penyumbang pihak

lain perseorangan;

dan

c. Rp75O.OOO.0O0,O0

(tujuh ratus lima

puluh juta rupiah)

untuk penyumbang

kelompok dan/atau

badan Hukum

swasta.

dan/atau jasa yang dapat

dikonversikan dengan nilai

uang, termasuk hutang dan

diskon pembelian barang

atau jasa yang melebihi

batas kewqjaran transaksi

jual beli secara umum)

dengan mengacu pada

ketentuan dan peraturan

yang berlaku, antara lain:

1) permintaan keterangan

pada Pasangan Calon;

2) dapatkan daftar pemberi

sumbangan dan surat

pernyataan penyumb*g;

3) dapatkan daftar

sumbangan berupa

barang, dan/atau jasa

yang dapat

dikonversikan dengan

nilai uang, termasuk

hutang dan diskon

pembelian barang atau

jasa yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual

beli secara umum yang

dikonversi berdasarkan

harga pasar yang wajar;

a) ambil sampel dan

telusuri penerimaan

sumbangan dalam

bentuk uang melalui

rekening koran;

5) lakukan pengujian

melalui perhitungan

kembali atas nilai
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konversi sumbangan

dalam bentuk

barang/jasa;

6) ambil yang mewakili

masingmasing jenis

penyumbang dan

lakukan inspeksi atas

catatan dan daftar

penerimaa.n sumbangan;

dan

7) lakukan konlirmasi

melalui surat, telepon,

atau kunjungan kepada

pemberi sumbangan

untuk memastikan

keberadaan dan

keakurasian sumbangan

jika diperlukan.

c. Jika terdapat

ketidakpatuhan terhadap

batasan sumbangan dan,

atau sumbangan dari pihak

yang dilarang, sqjikan

dalam bentuk daftar yang

mencakup narna pemberi

sumbangan dan identitas

terkait, serta jumlah dan

jenis sumbangan yang

diberikan.

5 Batasan

Pengeluaran Dana

Kampanye

Pasangan Calon

mematuhi

pembatasan

pengeluaran Dana

Kampanye

berdasarkan

Keputusan KPU.

Tentukan kepatuhan atas

batasan jumlah maksimum

pembiayaan Dana Kampanye

(uang, barang, jasa, atau

bentuk lainnya) dengan

mengacu pada ketentuan dan

peraturan yang berlaku
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dengan cara, antara lain:

a. dapatkan Keputusan KPU

Kota Depok tentang

pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye;

b. dapatkan Keputusan

mengenai standar biaya

daerah;

c. dapatkan rincian biaya dan

rekapitulasi pengeluaran

Dana Kampanye beserta

dokumen pendukungnya;

d. lakukan permintaan

keterangan pada Pasangan

Calon atau Tim Kampanye;

e. ambil sampel yang

mewakili seluruh aktivitas;

f. lakukan uji subtantif

terhadap keberadaan dan

penilaian bukti pendukung

dari aktivitas pengeluaran

dana kampanye;

g. tentukan keakurasian

matematis dengan cara

melakukan perhitungan

kembali; dan

h. telusuri pengeluaran Dana

Kampanye melalui rekening

koran.

Jika terdapat ketidakpatuhan

terhadap batasan pengeluaran

Dana Kampanye, sajikan

dalam bentuk jumlah

pengeluaran yang melampaui

batasan maksimum.

6 Ketepatan waktu Pasangan Calon a Penyampaian LADK dan
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Pelaporan LADK,

LPSDK dan LPPDK

ke KPU Kota

Depok serta

Penyetoran

Sumbangan yang

dilarang ke kas

Negara.

mematuhi penyerahan

LADK sesuai dengan

waktu yang telah

ditetapkan yaitu 1

(satu) hari sebelum

masa Kampanye

paling lambat pukul

18.00 waktu setempat.

Pasangan Calon

mematuhi penyerahan

LPSDK sesuai dengan

jadwal sebagaimana

ditetapkan dalam

Peraturan KPU yang

mengatur tentang

tahapan, program dan

jadwal, kepada KPU

Kota Depok paling

lambat pukul 18.O0

waktu setempat.

Pasangan Calon

mematuhi ketentuan

mengenai sumbangan

yang dilarang, yaitu:

a. tidak menggunakan

sumbangan yang

dilarang tersebut;

b. menyetorkan

sumbangan yang

dilarang ke kas

Negara; dan

c. melaporkan

sumbangan yang

dilarang.

LPSDK

Dapatkan LADK dan

LPSDK beserta laporan

pendukung terkait dari KPU

Kota Depok, seperti yang

tercantum dalam tanda terima

Penyerahan LADK dan

LPSDK.

Periksa kelengkapan

dokumen pendukung LADK

dan LPSDK yang diserahkan

kepada KPU Kota Depok.

Periksa kesesuaian

tanggal dan waktu tanda

terima penyerahan LADK dan

LPSDK yaitu paling lambat 1

(satu) hari sejak berakhirnya

masa kampanye paling lambat

pukul 18.00 waldu setempat.

La.kukan konfirmasi

kepada KPU Kota Depok

terkait kesesuaian batas

waktu penyampaian LADK

dan LPSDK Pasangan Calon

fiika diperlukan).

b. Sumbangan yang dilarang

Periksa transaksi

penerimaan sumbangan

untuk melihat ada tidaknya

transaksi penerimaan yang

dilarang berdasarkan

ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Mengacu ke daftar

sumbangan yang dilarang

berdasarkan Peraturan KPU,
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lakukan verifikasi dengan

bukti lapor kepada KPU Kota

Depok dan bukti Surat

Setoran Penerimaan Negara

Bukan Pqiak (SSPNBP).

C LADK dan LPSDK

7 Periode laporan

penerimaan dan

pengeluaran

Pasangan Calon

mematuhi lingkup

waktu pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran LADK

yaitu lingkup waktu

pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran LADK

yang dilaporkan,

dimulai sejak

pembukaan RKDK dan

ditutup pada saat

Pasangan Calon

ditetapkan sebagai

Peserta Pemilihan.

Pasangan Calon

mematuhi lingkup

waktu pencatatan

penerimaan LPSDK

yaitu lingkup waktu

pencatatan

penerimaan yang

dilaporkan,

pembukuannya

dimulai 1 (satu) hari

setelah Pasangan

Calon ditetapkan

sebagai Peserta

ditutup 1 (satu) hari

a. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan Dana

Kampanye pada formulir

yang terkait.

b. Periksa kesesuaian tanggal

awal dan akhir pencatatan

pengeluaran Dana

Kampanye pada. formulir

yang terkait.

c. Ambil sampel pada tanggal

awal dan akhir pencatatan

penerimaan dan

pengeluaran dari huruf a

dan b di atas, kemudian

lakukan prosedur

pengujian pisah batas (cut-

off test).
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sebelum laporan

penerimaan

sumbanga:r

disampaikan kepada

KPU Kota Depok.

8 Pembukaan RKDK

nama bank dan

narna pemilik

RKDK

Pasangan Calon

membuka RKDK pada

bank umum yang

mempunyai

perwakilan di provinsi

dan/atau

kabupaten/kota di

seluruh wilayah

Indonesia atas nama

Pasangan Calon.

Spesimen tanda

tangan dilakukan oleh

Pasangan Calon untuk
Pasangan Calon

Perseorangan atau

bersama dengan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik bagr Pasangan

Calon yang diusulkan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik.

RKDK terpisah

dari rekening pribadi

Pasangan Calon dan

Pengelola RKDK yaitu

Pasangan Calon dan

Partai Politik atau

Gabungan Partai

Politik yang

a. Telaah kesesuaian bank

tempat pembukaan RKDK

dengan ketentuan dalam

Peraturtrn KPU yaitu Bank

mempunyai perwakilan di

provinsi dan/atau

kabupaten/kota di seluruh

witayah Indonesia.

b. Periksa kesesuaian tanggal

pembukaan RKDK dengan

ketentuan yang berlaku,

yaitu RKDK dibentuk

paling lambat pada saat

penetapan Pasangan Calon

sebagai peserta Pemilihan

oleh KPU Kota Depok.

c. Periksa kesesuaian

kepemilikan RKDK dengan

cara membandingkan n€una

pemilik RKDK antara

informasi yang tercantum

dalam rekening koran

dengan narna Pasangan

Calon terkait. Periksa

kesesuaian spesimen tanda

tangan RKDK dengan

ketentuan pembukaan

RKDK bagr Pasangan Calon

baik Pasangan Calon

Perseorangan maupun

Pasangan Calon yang
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mengusulkan

Pasangan Calon.

diusulkan Partai

atau Gabungan

Politik.

Politik

Partai

9 Cakupan LADK Pasangan Calon

menyusun LADK yang

cakupan informasinya

memuat informasi:

a. RKDK;

b. Sumber perolehan

saldo alsal atau

saldo pembukaan;

c. Rincian perhitungan

penerimaan dan

pengeluararr yang

diperoleh sebelum

pembukaan RKDK;

dan

d. Penerimaan

sumbangan yang

diperoleh dari

Pasangan Calon

atau Partai Politik

atau Gabungan

Partai Politik dan

pihak lain.

Pasangan Calon

menyusun LADK yang

cakupan informasinya

memuat seluruh

penerimaan dan

pengeluaran yang

dilakukan oleh

Pasangan Calon.

a. Periksa kesesuaian isi

LADK dengan dokumen

yang memuat informasi

pendukung seperti RKDK,

daftar sumber perolehan

saldo awal atau saldo

pembukaan, daftar rincian

perhitungan penerimaan

dan pengeluaran yang

diperoleh sebelum

pembukaan RKDK dan

daftar penerimaan

sumbangan yang diperoleh

dari Pasangan Calon atau

Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik

dan pihak lain.

b. Lakukan verifikasi

terhadap penerimaan

sumbangan yang berasal

dari Partai Politik atau

Gabung€rn Partai Politik

yang mengusulkan

Pasangan Calon.

10. Cakupan LPSDK Menyusun

yang

informasi

LPSDK

memuat

seluruh

Periksa kesesuaian isi LPSDK

dengan dokumen yang

memuat informasi pendukung
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penenmaan

sumbangan dana

kampanye yang

diterima setelah

pelaporan LADK.

seperti daftar penerimaan

sumbangan yang berasal dari

Pasangan Calon, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan

Calon, Perseorangan,

Kelompok, dan Badan Hukum

Swasta.
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BAB VI

PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPAI{YE

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

diterimanya l.a.poran Dana Kampanye dari KPU Kota Depok sebagaimana

dimaksud dalam Bab III Bagian Kelima angka L2.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU

Kota Depok.

KPU Kota Depok menyarnpaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil

audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye

paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada

papan pengumuman darr/atau laman KPU Kota Depok.

KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit l.aporan Dana Kampanye

Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

diterimanya hasil audit oleh KPU Kota Depok dari KAP.

Bagran Kedua

Perumusan Pendapat

1 Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah

diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan

asurans.

2. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh

bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut

mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan

adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang

menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.
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4. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah

Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua

hal yang material.

5. Auditor harus mempertimbangkan:

a. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan

b. efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam

itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

Bagran Ketiga

Laporan Asurans

1. Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang

kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

2. Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang

terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, narnun

laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

a. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut

merupakan suatu laporan asurans independen;

b. pihak yang dituju;

c. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika

relevan, tentang hal pokok;

d. pengidentifikasian kriteria;

e. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren,

yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok

dibandingkan dengan kriteria;

f. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal

pokok tersedia hanya bagl pengguna tertentu yang dituju, atau hanya

relevan dengan suatu tduan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi

penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau

untuk tujuan tersebut;

g. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab

dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung

jawab dan praktisi;

h. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;

i. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
j. kesimpulan praktisi:
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1) jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang

dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus

dibaca; dan

2l dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus

dinyatakan dalam bentuk positif.

k. tanggal laporan asurans; dan

l. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya

adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas

perikatan.
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BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

l.arangan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Fasangan Calon

perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
Kampanye yang berasal dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat

asing dan warga negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

usaha milik desa atau sebutan lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok;

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat L4

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan

d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara

sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Depok paling

lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini
sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang

atau penyimpan€rn kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau a{iliasi dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungarr Partai Politik dan

Pasangan Calon Perseorangan;

2

3
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d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP Aceh,

dan Sekretariat KPU /KlP Kabupaten/Kota;

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan

KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang

normal dalam hubungan kerja sehari-hari;

f. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan

Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

Pasangan Calon perseorangan; dan

g. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Rlblik pada saat AP

memberikan audit kepatuhan.

Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana

Kampanye yang diaudit.

Bagian Kedua

Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab

II Bagran Kesatu angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaim€rna dimaksud dalam

Bab II Bagian Kesatu angka 13, angka t4, angka 15, dan angka 23,

dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagran Kedua

angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota

Depok sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Bab III Bagian Kelima angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak

memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana

1

2

3

4

5
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dimaksud dalam Bab IV Bagian Ketiga angk& 2, KAP yang bersangkutan

dibatalkan pekery'aannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angk& 5,

tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Kota Depok menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan

pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang

bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Bagran Kesatu angka 1, dikenai sanksi

berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorang€Ln yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Bagran Kesatu angka L, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

angka 2, artgl<a 3, angka 4, angka 8, dan angka 9, sebagai berikut:

a. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon atau Pasangan Calon Perseorangan; dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan

dalam rapat pleno.

1 1. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU

Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB VIII

DANA KAMPAI{YE DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA WRUS

DTSEASE 2O1e (COVTD-IE

Bagran kesatu

Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak I"anjutan dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU

Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui

aplikasi Dana Kampanye;

2. KPU Kota Depok membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk

disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;

3. KPU Kota Depok menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon

kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;

4. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil

audit dalam bentuk naskah asli; dan

b. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli

elektronik;

5. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye

dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman

atau petugas sekretariat KPU Kota Depok dengan menerapkan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Di"sease 2019

(covrD-l9);

6. KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian hasil audit

sebagaimana dimaksud dalam angka 5 kepada Pasangan Calon dan

meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

Corona Vints Diseo.se 2A19 POVID-I?);
7. KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:

a. l"aman KPU Kota Depok;

b. Aplikasi Dana Kampanye; dxt/atau
c. Papan pengumuman.
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8. KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana

Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik

kepada KPU melalui surat elektronik.

Bagran kedua

1. KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur

mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah

ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media

Daring.

2. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana

Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka

1.

3. KPU Kota Depok memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Depok

sesuai dengan tingkatcrnnya.

4. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh

lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

5. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimalr,a

dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota

Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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BAB IX

PEI{YAMPAIAN BERKAS LAPORAN DANA KAMPAI{YE DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA TZTRUS DTSEASE 2019 (COVTD-191

Bagian kesatu

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan /atau perlengkapan

secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian Corona Virus Disea"se 2O19 (COWD-I9) sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan

dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;

2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara lisik diterima,

dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih

terbungkus;

3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik

mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan

mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam rua.ngzm, dengan

mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak

paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas

dokumen dan /atau perlengkapan secara fisik, meliputi:

a. petugas penerima berkas dokumen dan /atau perlengkapan secara fisik;

b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan /atau perlengkapan

secara fisik; dan

c. Bawaslu Kota Depok, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan

sesuai dengan tingkatannya;

5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen

dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir daurr/atau berkerumun di

tempat penyerahan berkas dokumen;

6. penyampaian berkas dokumen danlatau perlengkapan secara fisik

menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang

menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka

seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara {isik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang

terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;

7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
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8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik

lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau
perlengkapan secara fisik;

9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya

kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan

sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan

10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan

kebersihannya.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kota Depok memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye

kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

Kewajiban KPU Kota Depok dalam memberikan pelayanan yaitu:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Depok, dan dapat

dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,

alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota

Depok, tanda tangan petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kota Depok; dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan

publik.

Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan

Calon wajib menJrusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada

Pasangan Calon.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu,

dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung

Pasangan Calon.

Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana

dimaksud pada angka 4 kepada KPU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota sebagai l,ampiran LPPDK.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota.

Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Depok.

3
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LAMPIRAN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : LgO I HK. 03. 2-Kpt / 327 6/ KPU-Kot / x / 2O2O

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

17 4 / HK.03. 1 -KPTI 327 6 / KPU-Kot / rx / 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2A DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASB 2OL9

(covrD-1el

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MODEL LADKI-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE

MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA

KAMPAI{YE

MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPAI\TYE

MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA

KAMPAI{YE

MODEL LADKS-PASI,ON : SURAT PERI\IYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE

SURAT PERI{YATAAN PEI\TYUMBANG PASANGAN CALON

SURAT PERI{YATAAN PEI\TYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERI{YATAAN PEI{YUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

SURAT PERI{YATAAN PEI{YUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

SURAT PERNTATAAN PEI{YUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA



MODEL LADKI.PASLON

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIIIAN GUBERI$UR DAN WAITIL GUBERIWR/BUPATI DAIT WAIIIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAI(IL WALIKOTA
PROVINSTIT(ABUPATEN/ KOTA
PASANGAT{ CALON DAN 2

LAPORAN AWAL DANA KAI}IPANY'E
Periode s f d_3

Tanggd Pembulaaa Retenhg
Nama BarL
lloqor Refternlng
Sddo Awd Pembukaan
Nomor NPWP :-dan-t

4

5

6

7

NOMOR9 URAIANlO
BENTUK DANA I(AMPAITNTE

UANG (Rpl" BARAIYG (Rpl" JASA (Rp;te

4.1 Penerlmaan Sumbangaa

1 Pasangan Calon 1a

2 Partai Politik atau Gabungan
Partai Politikts

3 Sumbangan Pihak lain
Perseorangan to

4 Sumbangan
KelompoklT

Pihak Lain

5 Sumbangan Pihak Lain Badan
Hukum Swastars

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGANl9

4.2 Penerimaan Lain-Laia
1 Bunga Bank2o

2 Penerimaan
Pembelian2l

Barang Hasil

3 Barang Diterima Dimuka22

JIIUI"AII PENERIUAAI{
LAIN-LAIItr23

TOTAL PENERIMIUUT24

B. Pengeluaran

1 Pertemuan Terbatas2s

2 Pertemuan Tatap Muka26

3. Pembuatan/ Produksi Iklan di
Media Massa Cetak dan Media
Massa Elektronik2T



NOMOR9 URAIAillO
BENTUK DAITA I(AMPAITTE

UANG lRpl" BARANG lRpl" JASA (Rpf te

4 Pembuatan
dan/atau
Kampanyees

Bahan/Design
Alat Peraga

5. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye2e

6 Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangarr
Kampanye dan Peraturan
Perundang Undanganeo

7 Pengeluara! Lain-lain

a. Administrasi Bank3r

b. Pembelian Kendaraan3z

c. Pembelian Pera1atan33

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang e+

e. Pengeluaran Lain3s

TOTAL PENGELUARANs6

c Utang

1 Sisa Utangaz

D Saldo

1 Kas di Rekening Khususs
2 Kas di Bendaharase
t\) Baran#o

4 Utang Pembelian Barangll

CALO!5 GUBERTUR I BUPATI I WALIKOTA42

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON WAKrL eTTBERNUR/WAIilL BUPATI /WArilt
WALIKOTA4s

ttd.
-![ama Le-gLap-

Keterangan:

I"aporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/IQbupaten/Kotatempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye. '



3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan AwaI Dana Kampanye Pasangan Calon
yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi /KlP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum p.nyerahan
LADK.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.

5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Ktrusus Dana Kampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NP\MP) Pasangan Calon.

9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengelua.ran dana kampanye.

10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

11. Diisi dengan jumlah uangyang diterima atau dikeluarkan oleh PasanganCalon.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Difsf dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LADK2.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LADK 2.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangart
Perseorangan berupa uang/barang{Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.

L7 . Diisi dengan jumlatr sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sarna dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LADK 2.

18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK?.

19. Diisi dengan jumlah penerima.an sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

2t. Diisi dengan jumlah barang yang diterirna se@ai hasil pembelian baharl/desigs!
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.



22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar,

23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

25. Diisi dengan jumlatr keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto @pU, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara Lain biaya sewa gedung/ruangaft, cetak
undangan, foto @pU, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massaelektronik.

28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran datam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan
Kampanye melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembeliarr
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barangyang dilakukan dengan
metode utang-

35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain .yang tidak melanggar larangan kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Penutupan periode LADK.

39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.

40- Diisi dengan judah saldo Barang yang telatr dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.

42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.



43. Ditandatangani oleh Calon Vt/akil Gubernur atau Wakil Bupati atau lMakil
WaIikota.



MODEL LI\DKi}.PASLON

LOGO PASANGAIT
CALOIT

PEMILIIIAIT GUBERNUR DAN WAITIL GUBERIYUR/BUPATI DAIY WAITIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WNIIL WALIKOTA
PROVIIIISI / KABUPATEIY/ KOTA_ 1

PASANGAN CALON DAN 2

DAI'TAR PENERIUAATT SUUBANGAN DAI{A I(ATPAITY'E
Periode s [d_3

NOMOR4 SUMBER DAITA I(A}IPAIiNTES
BENTUK DANA I(AMPAITTTE

UAIYG (Rplu BARAIIG lRpl' JASA (Rpl*

1 Pasangaa Calon e

a. Nama
Gu bern u r/ Bupati / Walikotas"

Calon

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil
Bupati/ Wakil Walikotaeb

Jumlahlo

2. Partai Politik atau Giabungan Partal Politiklr

a. Nama Partai Pslifik tta

b. Dst. lrb

Jumlahl2

3. Sumbangan Plhak Lain Perseorangaarg

a. Nama Penyumbang l3a

Alamat Penyumbang .... 13b

No. Telp Penyumbang

No. Identitas Pen5rumbang...

No. IttF\ffP Penyumbang 13e

b. Dst. 13f

Jumlahla

4. Sunbengan PibaL Leia KelonpoLrs

a. Nama Kelompok 15a

Alamat Kelompok 15b

No. Telp Kelompok........... ls'

No. NPWP Pimpinan Kelompok 15d

fu. [s[. tse

Jumlahl6

o.
Sumbaagm Pihak Lain Badan Huknm Srastarz

a. Nama Badan Hukum Swasta:



NOMOR4 SUMBER DANA KAUPAtrTTE5
BENTUK DAIYA I(AMPAITTE

UANG lRplu BARANG lRpl' JASA lRpl'

Alamat Badan Hukum Swasta: .... 17b

No. Telp Badan Hukum Swasta:
No. Identitas Badan Hukum Swasta:

t7d

No. NPWP Badan Hukum Swasta:
t7e

f. ps[. tzr

Jumlahls

TOTAL PENERIMAAIT SUMBANGAN19

CALO* GITBERilUR/ BUPATI /WALIKOTA20 caLoN wAKrL GTIBTRHUR/WAKIL BUPATT/WAIilL

ttd.
-IYama Lengkap-

WALIKOTA2l

ttd.
-Nama Lengtap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi /IAP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahart
I.ADK.

4. Diisi dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlatr sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentukjasayang diterima oleh Pasangan

Calon yang telatr dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/BupatilWalikota.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.



1 1. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan n€una Partai Politik lainnya (apabila ada).

L2. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasayang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barar+g/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

a. Diisi dengan nama penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi {aktif}.
d. Dii$i dengan norlor identitas penyxmbang.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila

ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihal< lain perseorangan.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
c. Diisi dengan nornor telepon kelompok penyurnbang yang dapat dihubungi

(aktif).
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumhah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dad pihak lain kelompok.

L7. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangart
badan hukum swasta sesuai identitas penlrumbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan narna badan hukum swasta penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penJrumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yilrg dapat

dihubungi (aktif).
d. Diisi dengan nomor identitas penJrumbang dapat berupa akte pendirian

badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nornor Pokok W4iib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.

19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barxrg/jasayang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/ Pihak lain perseorangan / Pihak lain kelompok/ badan hukum swasta.

20 . Ditandatangani oleh Calon Gubernur/ Bupati/Walikota.

2I. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wal<tl Bupati/Wakil Walikota.
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MODEL LADKS.PASLON

LOGO PASANGAIY
CALON

PTMILIIIAN GUBERITUR DAIT WAKIL GUBERI$UR/BUPATI DAN IIIAITIL
BUPATI/WALTKOTA DAI{ WAKIL WALIKOTA
PROVIIISr/TGBUPATET{/ KOTA 1

PASAIIIGAN CALOIV_DAIiI-2
SURAT PERIITYATAAIT TAITGGUNG JAIIIAB

ATAS
LAPORAN AIYAL DAITA I(AMPAITTE

Periode_s/d__3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernurl Bupati / Walikota

: Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati darr
Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _ periode tanggal_sampai

ME NTYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor_ Tahun_ dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran ),ang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI_ o) berdasarkan bukti-bukti dan atau
fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakxt" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota*



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERITTUR/ BUPATI/WALIKOTA* cALOn rrArrrL GUBERTYURITTAKTL BUPATT / WAKr

ITALIKOTA*

ttd.
-Nama lergtap

cap

ttd.
-![snra Lengkap-

Ileteraaora:
Surat Perayataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangaa Calon
1. Diisi nama Pmvinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan laporan Awal Dana Kampaflye Pasangan Calon yaitu dimulai
sejak p€netapar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sampai dengan f (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Iaporan Awal Dana
Kampanye.

*) Pilih salah satu



LOGlo PASANGAIY
CALOIY

Nama Pasangan Caloa

SURAT PERIYYATAA$ PETYUUBAIIG
PASAITGAII CALOII

DAITA KAMPAIFTE PEMILIHAIT GI'BERITUR DAIT WAKIL GI'BERIYTIR/BT'PATI
DArr UTAKIL BTTPATI/WALTKOTA DAn WArUL WALTKOTA

NOMOR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Nomor NPWP
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kamj tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat Udak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Iengkap-

a



LOGO PASANGAIT
CALOIII

lllama Pasangan Calon

SURAT PERIYYATAAIT PEIVYTIMBAITG
PARTAI POLITIK

DAIIA KAIIPAITTE PEUILIHAIS Gt BtRltUR DAII WAIilL GUBERIIIrR/BITPATI
DAlt IvArrIL BUPATI/WALr KOrA DAII WArtrL WALr NOTA

lttoMoR:

Pada hari_tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Partai Politik :

Alamat Partai Politik :

Nomor Akta Pendirian Pafiai Politik :

NPWP :

Nama Pimpinan Partai Politik :

Alamat Pimpinan Partai Politik :

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Pimpinan Partai Politik (aktd)
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan batrwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. I<an;i tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASANGAIT
CALOIT

tama Pasangan Calon

SURAT PERTTATAAIT PEITYTIUBAITG
PIHAI{ LAIIT PERSEORAITGAIT

DA.ilA KAMPAITTE PEUILIHAIT GT'BEruTUR DAIT UIAIIIL GIIBENTT'R/BI'PATI
DAil WAITIL BIIPATI/UTALIKOTA DAil IIIAIIIL WALII(OTA

ltoMoR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat /tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepn
genggam (akti$
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd, Penyumbang

-Nama Lengkap-

a



LOGO PASANGAIT
CAI,OIY

ISama Pasangan Calon

SURAT PERITTATAAT PTTYUMBAflG
PIHAII LAIIT IiTLOMPOK

DAITA IIAUPAITyE PEHTLIHAII GTTBERTYUR DAn WAr(IL GUBtRttIIR/BIrPAfl
DAII IITAIIIL BUPATT IWALI KorA DAr WAIUL ItrALI KOTA

lttoMoR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum

atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan

kelomook
Nomof Telepon/Telepon
Genggam (aktif)
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pqiak;
2. KamJ tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyelenggarakan umsan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi
masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-





LAMPIRAN III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/ 3276lKPU-Kot/X / 2O2O

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

LT 4 /HK.03. 1-KPT/ 3276 /KPU-Kot/rx/2420
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI\TYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2O DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA Y/RUS DISEASE 2OL9

(covrD-1el

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPAI.IYE PESERTA PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2O2A

1. MODEL LPSDKI-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA

KAMPAT.IYE

2. MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA

KAMPAI{YE

3. MODEL LPSDK3-PASI.ON : SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPAI{YE

4. SURAT PERT{YATAAN PEI{YUMBANG PASANGAN CALON

5. SURAT PERI\IYATAAN PEI\TTUMBANG PARTAI POLITIK

6. SURAT PERI{YATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

7. SURAT PERI{YATAAN PEI{YUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

8. SURAT PERI{YATAAN PEI{YIJMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA



MODEL LPSDKI.PASLON

LOGO PASANGAIT
CAI,ON

PEMILIIIATY GUBERIWR DAIT WAIIIL GUBERIYUR/BUPATI DAIV WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVTNST/TnBUPATEN/ KOTA
PASANGAN CALON DATT 2

I"APORAN PEITERIUAAN SUUBAITGAI{ DAITA IGMPAIYYE
Periode s/d_3

Taaggd Pembukaaa ReLenlng
IYama Ba"k
Nomor Reke_tng
Nomor llIPnP

ttd.
-Nama Lengkap-

4

5

6

dan 7

CALON GUBERMTR/ BUPATT / WALTKOTA I e CALON WAKIL cUBER!ruR/ WATTIL BUPATI/ WNIIL
WALIKOTA2O

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU Provinsi /lo.P Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye
di Bank Umum.

NOMORs URAIAN9
BENTUK DANA KAMPAITTE

UANG (Rplto BARANG (Rpl" JASA (Rpl,,

A. Peaerimaan Sumbangan

1 Pasangan Calon le

2 Partai Politik atau Gabungan
Partai Politikla

3 Sumbangan Pihak Lain
Perseorangan ts

4 Sumbangan
Kelompok16

Pihak Lain

5. Sumbangan Pihak [.ain Badan
Hukum SwastarT

JT'MLATI PEITERIMAAIT
SUMBANGAIIIlE



5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pqiak (NPWP) Pasangan Calon.

8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.

9. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.

1 1. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangtln pasangan calon
pada LPSDK 2.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LPSDK 2.

17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.

18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.

19. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.



MODEL LPSDKz.PASLON

LOGIO PASANGAN
CALON

PEMILIIIAIT GUBERIYUR DAN UIAITIL GUBERIYUR/BUPATI DAN WAIIIL
BUPATI/WALTKOTA DAII trrAKIL WALIKOTA
PROVTHST/I(ABUPATEN/ KOTA
PASANGAN CALOIT DAN 2

DAT"TAR PEITERI}IAAN SUUBANGAN DANA I(AUPAIYY:E
Periode s I A_3

NOMOR4 SUMBER DA!{A I(AMPAITYE5
BENTUK DAITA I(AMPAIITTE

UANG (Rplu BARAIIG (Rpl' JASA (Rpl'

1. Pasangan Calon e

a. Nama Calon Gubernur/ Bupati/Walikotae"
b. Nama Calon Wakil

Bupati / Wakil Walikotaeb
Gubernur/Wakil

Jumlabro

2. Partai Polttik atau Gabungan Partai Polltikll
a. Nama Partai Pslilifu t ta

b. Dst. rlb

Jumlahl2

3. Sumbangan Pthak Lain Perseorargaarg

a. Nama Pen5rumbang 13a

Alamat Penyumbang 13b

No. Telp Penyumbang 13c

No. Identitas Penyumbang l3d

No. NPWP Penyumbang l3e

[. [sf. tar

Jumlahla

4. Sumbaagan Pihak Lain Kelompokls

a. Nama Kelompok......

Alamat Kelompok ........... 15b

No. Telp Kelompok 15c

No. NPWP Pimpinan Kelompok .......... l5d

f. [s{. tse

Jumlah16

c.
Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum SwastalT

a. Nama Badan Hukum Swasta:



NOMOR4 SUMBER DANA I{AMPAtrTTE5
BENTUK DAITA I(AMPAITTE

UAItc lRplu BARANG lRplt JASA lRpl'
Alamat Badan Hukum Swasta:...... 17b

No. Telp Badan Hukum Swasta:
No. Identitas

17d

Badan Hukum Swasta:

No. NPWP Badan Hukum Swasta: ....17e

b. Dst. 17f

Jumlahls

TOTAL PEITERIUAAN SUMBAITGAN19

CALOITT GUBER!ruR/ BUPATI/ WALIKOTA2O caLoN WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATT /WAr{rL
ttd.

-illoma Lengkap-

WALIKCTTA2l

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan
pembukuan LADK sampai dengan 1 {satu} hari sebelum penyerahan LPSDK
kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Diisi dengan nomor urut.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentukjasayang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon GubernurlBupati/Walikota.
b. Diisi dengan nanna Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.

I 1. Penerimaan dalam bentuk uang/barans/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:



a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).

L2. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/ barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Pa-rtai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barxrs/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

a. Diisi dengan narna penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungr {aktif}.
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wqiib Pajak penyumbang (apabila ada).
f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila

ada).

t4. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perseorangan.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan narna kelompok penyumbang.
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi

(aktif).
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
e. Diisi dengan identitas pen5rumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uanglbarang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17 . Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penlrumbang badan hukum swasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta pen1rumbang.
b. Diisi dengan alamat pen5rumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat

dihubungi (aktifl.
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian

badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum svrasta lainnya (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barangfiasa yang
diterima dari badan hukum swasta.

19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasayang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

2A. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.

21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.



MODEL LPSDKS-PASLON

LOGO PASANGAIT
CALON

ptuILIIrArr cuBERtuuR DArt ITAKIL GUBER!ruR/BUPATI DAIrt WAIIIL
BUPATI /WALIKOTA DAIII UIAITIL ITALIKOTA

PROVINSI / I{ABUPATEN I KOTA_ I

PASANGAN CAtOIIT DAIV 2

SURAT PERI{YATAAN TAITGC}UITG JAUIAB
ATAS

LI\PORAN PEIYERIMAAIT SUMBAI{GATI DAITA KAMPAITYE
Periode_s/d 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati /Walikota

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Walikota"

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota "(nama daerah pemilihan)jeriode
tanggal _sarnpai _

MEI\IYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor- Tatrun- dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan seca.ra lengkap (KECUALI +) berdasarkan bukti-bukti dan atau
fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan' bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kew4iiban perpqiakan yang melekat pada

transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah

disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungiawabkannya.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/ BUPATI/IITALIKOTA* cALOn rraKrL GUBERIYUR/ IIIAIIIL

BUPATT /WAKTL WALIKOTA*

ttd.
-Nama LengLap-

-t

cap

ttd.
-lYama Lengkap-

KoterelEer:
Surat Pemyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
l. Diisi nama Provinsi/I(abupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana I(ampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan
Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan L,ADK sampai dengan I (satu)

hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KlPAceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota.

4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disqiil€n dalam Laporan Penerimaan
Sumbaagal Dana IGmpanye.

*) Pilih salal satu



LOGO PASANGAN
CALON

IYama Pasangan Calon

SURAT PERIYYATAAIT PEITTUMBAITG
PASAITGAil CALO1T

DAITA I(AUPAIYYE PEUILIIIAIT GT'BERITUR DAIT WAKIL GI'BTRITUR/BI'PATI
DAIT WAKIL BT'PATI/UIALIKOTA DAIT WAKIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Nomor NPWP
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kalmi tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailil'
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataart ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

a
a



I,OGIO PASAITGAIT
CALON

Ilama Pasangan Calon

SURAT PTRIYYATAAIT PEITYUMBAITG
PARTAI POLITIIT

DAI{A KAMPAITYE PEDIILIIIAIT GTIBEBITUR DAIT UIAIIIL GUBEEITURI BI'PATI
DAIrr WAISL BUPATI/WALI KOTA DAII WANIL WALI KOTA

IYOMOR:

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Partai Politik :

Alamat Partai Politik :

Nomor Akta Pendirian Partai Politik :

NPWP :

Nama Pimpinan Partai Politik :

Alamat Pimpinan Partai Politik :

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Pimpinan Partai Politik (aktifl
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan irri saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-

a
a



LC}GO PASAIIGAIY
CALON

lllama Pasangan Calon a
a

SURAT PTRITTATAAIT PE1TYUMBAilG
PIIIAK LAIT PERSTORAIYGAIT

DAITA KAIIPASYE PEMILI.HAT GUEERITUR DAIT WAKIL G-UBERIVUB/BIIPATI
DAII UTAIUL BUPATI/WALIKOTA DAII UTAIUL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor teleponltelepon
genggam (aktifl
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekeq'aan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASAITIGAIT

CAI,ON

lllama Pasangan Calon

SURAT PTRITYATAAIT PEITYUMBAIYG
PIIIAI{ LAIIT HTLOMPOK

DAIIA KAMPAISyE ptHrLrHAIt GITBERnUR DAil WAIUL GUBERISUR/BUPATI
DArr WATIIL BUPATT IWALr KOTA DAn WAr{IL WALr KOrA

IITOMOR;

Pada hari tansgal yang krtanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :

Alamat Kelomlrck :

Nomor Al$a Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesatran Badan Hukum

atau Nomor Surat :

Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan

kelomook
Nomof Telepon/Telepon
Genggam (akdq
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok
Nama Pimpinan Kelompok
Alarnat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
d,ari Menteri yang menyelenggarakan urrsall pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdafrtar {SKT} dari organisasi
masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya aga-r dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama lengkap-





LAMPIRAN IV

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMoR : 190/HK.03.2-Kpt/ 3276IKPU -Kot/Xl 2O2O

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

LT 4 / HK. 03 . L -KYt / 327 6 I KPU-K ot / IX / 2O2O

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2A2A DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA WRUS D/SEASE 2OT9

(covrD-1el

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPAT{YE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2O2O

1

2

MODEL LPPDKI-PASLON

MODEL LPPDK2.PASLON

3. MODEL LPPDK3-PASLON

4. MODEL LPPDK4-PASLON

5. MODEL LPPDKs.PASLON

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPAI{YE

LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA

KAMPAI{YE

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA

KAMPAI{YE

6. SURAT

7. SURAT

8. SURAT

9. SURAT

10. SURAT

PERI{YATAAN

PERIVYATAAN

PERNYATAAN

PERI\TYATAAN

PERI{YATAAN

PENYUMBANG

PENYUMBANG

PEI{YUMBANG

PENYUMBANG

PEI{YUMBANG

PASANGAN CALON

PARTAI POLITIK

PIHAK LAIN PERSEORANGAN

PIHAK LAIN KELOMPOK

PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA



MODEL LPPDKI-PASLON

ASIRSI ATAS LAPORAN DAIITA KAMPAIWE

PEUILIIIAN GUBERNUR DAITT WAKIL GUBERIsUR/BUPATI DAIT I[IAITIL
BUPATI/ITALIKOTA DAN WAKIL ItrALIKOTA*

PROVIilSI / IGBUPATEN / KOTA*- 1

PASANGAN CALOIY dan 2

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Alamat
A1amat domisili
Nomor Identitas
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas
Jabatan

Calon Gubernur/ Bupati/ Waliko ta

Calon Gubernur/ Bupati / Walikota

Adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan
Wakil Wali Kota_*.
Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Ta}run 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guben:l.ur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dxr/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2OLT
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:



1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan
salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas
nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati /Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum* atau Kami membuka
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil
Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank {Jmum*

2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk
pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi
surat pernyataan dari kami*.

3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling
larnbat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU

Provinsi I KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupatenl Kota.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank
Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu)

hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami meny€rmpaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KlP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye
berakhir.

6. Kami mematuhi periode pembukuan I"aporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu
dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi II(IP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.

7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
a. RKDK;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. saldo awal atau saldo pembukaan;
d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluararl yang sudah

dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari
penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum
periode pembukuan LADK;

f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.

8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan
yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling larnbat pukul 18.00
waktu setempat kepada KPU Frovinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatanily&*, yang dilengkapi dengan:
a. formulir Model LADKI-PASLON;
b. forrnulir Model LADK?-PASLON;



c. formulir Model LADK3-PASLON;
d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
e. formulir Model LADKS-PASLON.

L Kami memat.uhi periode pembukuan laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK

dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KlP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota*.

10. Katni menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh pener"imaa.n sumbangan
Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.

11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan
sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan,
Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi /KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling larnbat pukul
18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
a. formulir Model LPSDKI-PASLON;
b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
c. formulir Model LPSDK3-PASLON.

L2. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) yang rtimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU

ProvinsilKlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye
berakhir.

13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan
Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam
bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungiawabkan.

14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah
masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU

Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya,
dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
a. formulir Model LPPDKI-PASLON;
b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
e. forrnulir Model LPPDKS-PASLON;
f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
j. surat pernyataan pen5rumbang pihak lain badan hukum swasta;
k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
1. Salinan bukti tagihan /utang (apabita ada); dan



m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.

15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,

dan/atau jasa yang d.ikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbanga.n.

16. Kami mematuhi jumlah penerim€ran sumbangan (mencakup uang' barang,

dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian

barang atau jasa yang melebihi batas kewqiaran transaksi jual beli secara umum)
yang d.ilaporkan dal,am LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah

ini;
a. Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain

perseorangan; dan
b. Rp750.OO0.0OO.OOO,OO (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk

penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.

L7. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang
yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye.

18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami
menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai

berikut:
a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat

14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan
bukti setor kepada KPU.

19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam
aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

n. Kami tidak menggunakan Dana l(ampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti
membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.

2L. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang
ditempatkan dalam RKDK.

2,. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan,
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses
bagr auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



CALON GUBERITUR / BUPATI / WALIKOTA

ttd.
-Illama LengAap-

Keterangan:
*) Pilih salah satu

CALOIY WATTIL GUBER!ruR/IrAKrL BUPATI /WAKIL

trTALIKOTA

ttd.
-Nama Lengkep-



MODEL LPPDKiT.PASILON

LOGO PASANGAIY
CAI,ON

PEMILIIIAN GUBERNUR DAN WAITIL GUBERNUR/BUPATI DAIIT WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAlt WAKIL qIALIKOTA

PROVINSI I ITABUPATEN / KOTA_ I

PASANGAN CALON 2

LAPORAIY PENTRIU.AAIY DAIT PENGTLUARAIT DAIYA I{AUPAIYYE
Perlode-------- s I A--_3

Tanggal PembuLae'n Rekentrg
Nama Bank
Nqnor Rekenl-S
$aldo AwaI Pembuhaan
Nomor NPWP

I

,5

6

7

dan I

NOMOR9 URAIAII10
BENTUK DANA KAMPAITTE

UAM (Rpftt BARAIYG (Rpl'' JASA (Rpl"

A,.1 Penerinaan Sumbangan

1 Pasangan Calon la

2 Partai Politik atau Gabungan
Partai Politikls

.!
J Surnbangan Pihak Lain

Perseorangan to

4 Sumbangan
KelompoklT

Pihak Lain

5 Sumbangan Pihak Lain Badan
Hukum Swastals

WMLATI PEI{ERIMAAN
SUMBANGANl9

A.2 Penerimaan Laia-Lain
1 Bunga Bankzo

2 Penerimaan
Pembelian2t

Barang Hasil

3 Barang Diterima Dimuka22

JUUI"AII PENERIUAAIT
LAIN-talItr23

TOTAL PEITERIMA,ILNU4

B Pengeluaran

1 Pertemuan Terbatas2s
o Pertemuan Tatap Muka26

3 Pembuatan/ Produksi Iklan di
Media Massa Cetak dan Media
Massa ElektronikzT



NOMOR9 URAIAI{1O
BENTUK DAITA I(AMPAITTE

uAl{G (Rpl" BARANG lRpl" JAsa (Rpl"

4 Pembuatan
danlatau
Kampanye2s

Bahan/Design
Alat Peraga

5. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye2e

6 Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan Peraturan
Perundang Undanganso

7 Pengeluarao Lain-lain

a. Administrasi Banket

b. Pembelian Kendaraan32

c. Pembelian Peralatan3a

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang s+

e Pengeluaran Lain3s

TOTAL PENGELUARANs6

c. Utang

1 Sisa Utangaz

D Saldo

1 Kas di Rekening Khusus3s

2 Kas di Bendahara3e

3 Barangao

4 Utang Pembelian Barangll

CALON GUBERNUR/ BUPATI I IIIALIKOTA4z CALOIIT WAKIL GUBERITURIUIAKIL BUPATI/WAHIL

ttd.
-Nama Leagkap-

WALIKOTA€

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Katatempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.



3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh

KPU Provinsi/IilP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir
masa kampanye.

4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye

di Bank Umum.

5. Diisi dengan n€una Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pqiak (NPIMP) Pasangan Calon.

9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

1 1. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.

t2. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

L4. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon
bempa uang/barang/Jasa sarna dengan jumlah sumbangan pasangan calon
pada LPPDK 3.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/Jasa sarna dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangart
Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.

L7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada LPPDK 3.

18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai
sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan
jumlah sumbangan Fihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3,

19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

2L. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.



22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasa.r.

23. Diisi dengan jumla-h dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.

24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

foto @pA, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

26. Diisi dengan jumlatr keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto @pA, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalarn bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar,

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-
undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan {pentas seni,
panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda
santai), kegiatan sosial {baz,ar, donor darah, perlombaan, had ulang tahun}, dan
Kampanye melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.

32. Diisi dengan jumlatr pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembeliart
kendaraan.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembeliart
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barangyang dilakukan dengan
metode utang.

35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain -yang tidak melanggar larangan kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran u€utg, barang, dan jasa.

37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

38. Diisi denganjumlah saldo uangyang ada padarekening khusus Dana Kampanye
per tanggal Penutupan periode LPPDK.

39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.

40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam flfpiah sesuai
dengan harga pasar.

4I. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.

42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau \JYalikota.



43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil
Walikota.



MODEL LPPDKS.PASION

LOGO PASAITGAN
CALCDN

PEMILIHAN GUBTRNUR DAIT ITAISL GUBERIYUR/BUPATI DAIT WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAII WArsL WALTNOTA
PROVTNST/IIABUPATEN/ KOTA
PASANGA!{ CALON 2

DAE'TAR PEITERIUAAT{ SUMBANGAIT DANA KAUPAITYE
Periode__s/d_3

NOMOR4 SUMBER DAIYA I{AMPAITYES
BENTUK DAI{A I(AMPAITYE

uAltc [Rplu BARANG {Rp}' JASA (Rpl'

1 PasanSan Calon e

a. Nama Calon Gubernur/ Bupati/Walikotas"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikotaeb

Jumlahro

2. Partai Politi& atau Gabuagan Partai Politlkrl

a. Nama Partai Pelilitl tta

b. Dst. l1b

Jumlah12

3. Sumbangan Pihak Lain Perseoranganls

a. Nama Pen5rumbang..

Alamat Penyumbang ... 13b

No. Telp Penyumbang 13c

No. Identitas Penyumbang 13d

No. NPWP Penyumbang l3e

[. psf. tar

Jumlahla

4. Sumbaagan Pthak Laia Kelompokls

a. Nama Kelompok....

Alamat Kelompok 15b

No. Telp Kelompok.....

No. NPWP Pimpinan Kelompok rtr

b. Dst. lse

Juml,ahl6

5.
Sumbangan Pihak Lain Badan Hulnrm Srastau

a. Nama Badan Hukum Swasta:



NOMOR4 SUMBER DAIYA I(AMPATTTEs
BENTUK DAT{A IIAMPAIITTE

uAilc (Rplu BARAITG (Rpl, JASA lRpl*

Alamat Badan Hukum Swasta: ....rrb

No. Telp Badan Hukum Swasta: 17c

No. Identitas Badan Hukum Swasta:
t7d

No. NPWP
17e

Badan Hukum Swasta:

b. Dst. 17f

Jumlahls

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN19

cALOtt GUBERIUR/ BUPATI /trIALIKOTA20 cALOr{ rlIAKrL GUBERITUR / WAISL BUPATT / WAr{rL

ttd.
-Itlama Lengkap-

WALIKOTA2I

ttd.
-lllama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh
KPU Provinsi /KlP Aceh atau KPU lKlP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir
masa kampanye

4. Diisi dengan nomor umt.

5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh
Pasangan Calon.

7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentukjasayang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yarg sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/tUt/akil BupatilWakil Walikota.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.



1 1. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan narna Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya {apabila ada).

L2. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasayang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasayang sumber dananya berasal da.ri

pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

a. Diisi dengan narna penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktifl.
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wqiib Pajak penyumbang (apabila ada).
f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila

ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasayang diterima
dari pihak lain perseorangan.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dad pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi

(aktif).
d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barangfiasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

L7. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
badan hukum swasta sesuai identitas penlrumbang badan hukum srrasta:

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
b. Diisi dengan alamat penyumbang.
c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang clapat

dihubungi (aktdl.
d. Diisi dengan nomor identitas penlrumbang dapat berupa akte pendirian

badan hukum swasta.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wadib Pajak badan hukum swasta.
f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari badan hukum swasta.

19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasayang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik/Fihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.

20 . Ditandatangani oleh Calon Gubernur/ Bupati/Walikota.

21. Ditandatangani oleh Calon \l/akil Gubernur/Wal<rl Bupati/Wakil Walikota.
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LOGO PASAITGAN
CALON

Ifama Pasangan Calon

SURAT PERIYTATAAIT PTI TUMBAITG
PASAITGAIT CALOIT

DAISA KAUPAITYE PEMILIHAIT GI'BERITUR DAIT ITAKIL GUBERtrT'R/BT'PATI
DAIT UIAKIL BUPATI/UIALIKOTA DAIT WAIIIL WALIKOTA

NOMOR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Nomor NPWP
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimalra mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASANGAIT
CALOTS

lllama Pasangan Calon

SURAT PIRITTATAAII PEIYYTIMBAISG
PARTAI POLITII(

DAIIA KA}IPAITYE PTMILIHAIT (},IIBTRITUR DAT WAI{IL GIIBERIW'R/BIIPATI
DAn WAIIIL BITPATI/IIIALI KOlrA DArr WArilL WALr KqrA

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Partai Politik
Alamat Partai Politik
Nomor Akta Pendirian Partai Politik
NPWP
Nama Pimpinan Partai Politik
Alamat Pimpinan Partai Politik
Nomor Telepon/Telepon Genggam
Pimpinan Partai Politik (aktr!
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kam;i tidak delarn keadaan pailit atau dinyatakan pailif berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASANGAN
CALOt{

![ama Pasangan Calon

SURAT PERIYYATAAIT PEITYUUBAITG
PIHAII LAIIY PERSEORAIYGAIT

DAITA KAMPAITYE PEMILIIIAil GI'BERITUR DAIT ITAIIIL GI'BERIIUR/BI'PATI
DAn WAI{IL BUPATI/WALIXOTA DAII WAKIL WALIKqTA

NOMOR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat ltanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor teleponltelepon
genggam (aktrf)
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiflat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama lrngkap-

a
a



LOGO PASAITGAIS
CALON

Ilama Pasangan Calon

SURAT PERITYATAAIT PEIYYUMBAIYG
PIHAK LAIIT XTLOMPOK

DAITA KAMPAITTE PIMILIHAIT GIIBERITUR DAIT WAIIIL GUBERIUI'R/BI'PATI
DAtt WAIIIL BTTPATI/WALI KOTA DAtt WAKIL IpALr KOTA

NOMOR:

Pada hari bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Akta Pendirian
Kelompok
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum

atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan

kelomook
Nomof' Tele pon / Tele pon
Genggam (aktit)
Nomor NPWP Kelompok atau
Fimpinan Kelompok
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
AsaI Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan paitit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum
dari Menteri yang menyele urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi
masyarakat yang terdaftar.

Demiki€Ln surat pernyataan ini saya buat dengan sehnar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Illama Pasaagan Calon

SURAT PERTTATAAIT PEIYYT'UBAITG
PIIIAIT LAIIT BAI'AN HT'IilIM SWASTA

DAITA KAMPATYE PTMILIHAIT GT'BERITUR DAI5 WAIIIL GUBERITUR/BI'PATI DAIT
warrrL BrrPATrlwALrKoTA DAII WAr{rL UTALTKOTA

lttoMoR :

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badanhukum swasta :

Alamat badan hukum swasta

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif)
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kx:rni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan
salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

rtd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 13 Oktober 2O2A
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

N S BARNA



LAMPIRAN V

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 190/HK.03.2-Kpt/ 3276 /KPU-Kot/X I 2O2O

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

174 /HK.03. t-Kw /3276 /KPU-Kot/rX/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2O2A DALAM KONDISI

BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2OL9

(cowD-1el

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPAI{YE,

BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DEPOK TAHUN 2O2O

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPAI\TYE

MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN

PENERIMAAN LADK AWAL DANA KAMPAI{TE

MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN

PENERIMAAN LPSDK PENERIMAAN SUMBANGAN DANA

KAMPAI*IYE

MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN

PENERIMAAN LPPDK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPAI{YE

MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN

PENERIMAAN LADK LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE

MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN

PENERIMAAN LPSDK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPAI{YE

MODEL BA HASIL : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN

PENERIMAAN LPPDK LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPAI\TYE

1

2

2

3

4

5

6



SURAT PTNUITIJUI(AIT PENGEII)LA RTKENING KHUSUS DANA I{AMPANYE

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*|

Nomor KTP

Alamat

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*|

Nomor KTP

Alamat

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama

Nomor KTP

Alamat

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Guberrrur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota*!

Tahun di Bank. ......Kantor

Cabang/Kantor Cabang Utarrru/Kantor Cabang Pembantu*f ...................Nomor

Rekening dengan narna. . terhitung

mulai tanggal Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi

penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan

dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala

resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab

penerima kuasa.

*l Coret yang tidak perlu

Pemberi Kuasa,

MATERAI

6000

Nama Calon Gubernur/ Bupati/Wali Kota") Nama Calon Wakil Gubernur/ Bupati/WaliKota*)

Penerima Kuasa,

ttd

ttdttd

(Nama Penerima Kuasa)



TAITDA TERIMA

PENERIMAAN LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVr NSr / KABUPATEN / KOTA*)

TAITDA TTRIMA LAPORAIT AIIIAL DAITA KAUPAIYTE
PEUILIHAIT GUBERTIUR DAII IrAr(IL GITBERTTUR/BTTPATI DAlr WArsL BIIPATI/UTALI

KOTA DAII WAIIIL WALI KOTA*} TAIIUil ..........

Pada hari tanggal bulan Tahun

Pukul (waktu setempat), telah diterima la.poran

Awal Dana Kampanye dari Pasanga.n Calon Gubernur dan Wakil
Gubemur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota

dan Wakil Wali Kota*) Tahun atas narna:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAMI Online dengan rincian

sebagai berikut:

!to JENIS DOKUME!5 sTaTus DoKUutH*l
JITMLAII

DOKUUEIT
fie,nthoir)

KETEBANGAN

1
Scan Formulir Model LADKI-PASLON
(Laporan Awal Dana Kampanye) D Ada

Tidak
Ada

2
Scan Formulir Model L,ADK2-PASLON
(Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

tr Ada
Tidak
Ada

3
Scaru Formulir Model LADK3-PASLON
(Laporan Aktivitas Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada
Tidak
Ada

4
Sun Formulir Model LADK4-PASLON
(Daftar Persediaan Barang Dana
Kampanye)

tr Ada
Tidak
Ada

5
Scan Formulir Mode1 LADKS-PASLON
(Surat Pernyataan Tanggus Jawab
Atas Laporan AwaI Dana Kampanye)

B Ada
Tidak
Ada

6
So;n Surat pernyataan penyumbang
Pasangan Calon tr Ada

Tidak
Ada



NO JEITIS STATUS DOKUMEN*}

7
Scr;n Surat pernyataan penyumbang
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik

tr Ada
Tidak
Ada

8
Scan Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Perseorangan O Ada

Tidak
Ada

9
Scan Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Kelompok beserta
lampiran

tr Ada
Tidak
Ada

10.

Scan Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Badan Hukum Swasta
beserta lampiran

tr Ada
Tidak
Ada

11.
Scan Buku Rekening Khusus Dana
Kampanye tr Ada

Tidak
Ada

t2.
Scan Rekening Koran Rekening
Khusus Dana Kampanye

tr Ada
Tidak
Ada

13.
Scan Surat Keterangan Pengelola
Rekening (apabila RKDK tidak
dikelola oleh Pasangan Calon)

tr Ada
Tidak
Ada

t4.
Scan Surat Penunjukan Petugas
Penghubung Pasangan Calon E Ada

Tidak
Ada

15 Scon Bukti Pengeluaran / Krvitansi tr Ada
Tidak
Ada

16.
Se:n bukti Tagihan /Utang (apabila
ada)

tr Ada
Tidak
Ada

L7.
Scant Formulir Model LADK 1 -PASLON
(untuk publikasi) tr Ada

Tidak
Ada

18. File Backtp tr Ada
Tidak
Ada

2

Jt,MI"ATI
DOKUMEIT
(tctntur)

KgTERAITGAIIT



I

Yang Menyerahkan,

(tanda tangan)

(.......nama lenekap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

Yang Meneriffi&,

(tanda tangan)

(.......nama lengkap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

KeteranEan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist 1/) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Doqtment

Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;
4. Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Orilirrc
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi /KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui

SIDAKAM Online;
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM onlhrc.

CAP

3



TAITDA TERIMA

PEr{ERIMAAN LPSDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVI N Sr / KABUPAT EN / KOTA*)

TAITDA TIRIUA LAPORAIT PEITERIMAAIT SUMBAITGAIT DAITA I(AMPAIYYE

PEMILIIIAIT GUBERITUR DAIT WAIUL GUBIRITUR/BT'PATI DAtr WAKIL BTIPATI/WALI

KOTA DAII WAKIL WALI KOTA*) ......................o...............o.. TAHIIII .o..o.....

Pada hari tanggal bulan Tahun

Pukul (waktu setempat), telah diterima laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota

dan Wakil Wali Kota*) Tahun atas narna:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

Z Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAMI online dengan rincian

sebagai berikut:

NO JENIS DOKUMEIY STATUS DOKUUEN*1
JTIIULJTH

DOKUHElI
(bmtut)

I(ETERANGAN

1

Sun Formulir Model LPSDKI-
PASLON (Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye)

n Ada
Tidak
Ada

2
Scr;n Formulir Model LPSDK2-
PASLON (Daftar Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye)

tr Ada
Tidak
Ada

3

Scan Formulir Model LPSDK3-
PASLON (Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Atas Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye)

E Ada E ridak
Ada

4
Scan Surat pernyataan
penpmbang Pasangan Calon tr Ada

Tidak
Ada

5

Scrrn Surat pernyataan
penyumbang Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik

tr Ada
Tidak
Ada

6
Sun Surat
penJrumbang
Perseorangan

pernyataan
pihak lain D Ada

Tidak
Ada



E Ada
Tidak
Ada7

Scan Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Kelompok
beserta lampiran

Adatr Tidak
Ada8

Scan Surat pernyataan
penlrumbang pihak lain Badan
Hukum Swasta beserta lampiran

I Scr;n Rekening Koran Rekening
Khusus Dana Kampanye

Adan Tidak
Ada

fidak
Ada

10.
Scan Buku Rekening Khusus Dana
Kampanye E Ada

E Ada
Tidak
Ada11.

Scr;n Formulir Model LPSDKI-
PASLON
(untuk publikasi)

tr Ada
Tidak
Adat2. File Baclatp

Yang Menyerahkan,

(tanda tangan)

(.......nama lengkap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

Yang Menerima,

(tanda tangan)

(.......nama lengkap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangan :

1. ") Disesuaikan dengan jenis Pemilihan;
2. **l Diisikan ceklist 1r') pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksa€ui dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengarr Portable Docttmenl

Format (PDF) melalui SIDAKAM Onlirrc;
4. Dokumen pada angka 11 dan L2 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;

5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui
SIDAKAM Oriline; da:rr

6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melaJui SIDAKAM online.

2

CAP

NO JENIS DOKUMEIT STATUS DOKUMEN*"I
JI'MI"AII

DOKUUEIT
(lcrmtur)

KETERANGAN



kofulrsi

TAITTDA TERIMA

PENERIMAAIY LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI / KABUPAT EN / KOTA")

TAITDA TTRIUA LAPORAIT PEITERIUAAIT DAIT PEITGELUARAIIT DAITA KAMPAITTE

PEUILIHAIT GTTBERITUR DAIT WAIIIL GIIBERITUR/BT'PATI DAT WAITIL BT'PATI/WALI

KOTA DAIT WAISL WALI KOTA*} TAIIUil ...o......

Pada hari tanggal bulan Tahun
Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali

Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun ..... atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

2. Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAMI Online dengan rincian

sebagai berikut:

NO JENIS DOKUMEN STATUS DOKUMEN*"I
JUMLAI{

DOKUUEII
{tcmtufl

KETERANGAN

1
Scrrn Formulir Model LPPDKI-PASLON
(Asersi Atas Laporan Dana Kampanye) D Ada

Tidak
Ada

2

Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON
(Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)

U Ada
Tidak
Ada

3

Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON
(Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye)

Ada
Tidak
Ada

4
Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON
(Laporan Aktivitas Penerimaan dan
Pengelua-ran Dana Kampanye)

tr Ada
Tidak
Ada

5
Scrcn Formulir Model LPPDKS-PASLON
(Daftar Persediaan Barang Dana
Kampanye)

E ao" Tidak
Ada

6
fun Surat Pernyataan Pen5rumbang
Pasangan Calon tr Ada

Tidak
Ada



Tidak
Ada

7
Scan Surat Pernyataan Penyumbang
Partai Politik Atau Gabungan Pa-rtai

Politik
D Ada

tr Ada
Tidak
Ada

8
Scl;;n Surat Pernyataan Penyumbang
Pihak Lain Perseorangarr

9
Scaru Surat Pernyataan Penyumbang
Pihak Lain Kelompok beserta
lampirarr

D Ada
Tidak
Ada

10.
Smn Surat Pernyataan Penyumbang
Pihak Lain Badan Hukum Swasta
beserta lampiran

tr Ada
Tidak
Ada

Tidak
Ada11.

Scan Buku Rekening Khusus Dana
Kampanye tr Ada

Tidak
Ada

12,
Scan Rekening Koran Rekening
Khusus Dana Kampanye

tl Ada

AdaE
fidak
Ada

13. Scan Bukti Pengeluaran / Kwitansi

Tidak
Ada

14.
Scan Bukti Tagihan/Utang (Apabila
Ada) tr Ada

tr Ada
Tidak
Ada

15.
Sco;n Surat Pernyataan Penutupan
RKDK dari Bank Umum

n Ada
Tidak
Ada16.

Sccrn Formulir Model LPPDKl-Paslon
(Untuk Publikasi)

Tidak
Ada

..fite17. File Bachtp tr Ada

2

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

NO JENIS DOKUMEN STATUS DOKUMEII*I
JUMLATI

DOKI'ilEIT
{lemhe)

KETERANGAN



(tanda tangan)

(.......nama lenekap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

CAP (tanda tangan)

(.......nama lenekap.........)
Jabatan:
Nomor telepon:

Keterangaa :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **l Diisikan ceklist (r') pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaarl dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Daanmerrt

Farmat {PDF) melalui SIDAKAM Online;
4. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;

5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi lKlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui
SIDAKAM Online; darr

6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM onJine.

3



BA HASIL
PENERIMAAN IIIDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVr NSr I KABUPATEN / KOTA*)

BERITA ACARA
lTOMOR

TTIYTAIYG

HASIL PEXTERIUAAII LAPORAIT AWAL DAISA KA!fiPAI|YE
DALAM PEMILIHAN GUBTRrI'R DAIT UIAXIL GUBTRITIIR/BI'PATI DAN

WAKIL BUPATI/trIALI KOTA DAII trrAIIIL WALI KOTA*I
TAHI'N

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di.. Komisi Pemilihan Umurn Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan UmumlKomisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima l.aporan Awal

Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (U Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2O tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan l,aporan Awal Dana Kampanye
pada hari tanggal bulan
tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*),
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupatilwali Kota dan Wakit Wali Kota*) yang menJrampaikan atau tidalr
menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:



2

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil
pencerrnatan terhadap l.aporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oteh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/Klp
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ...., serta disampaikan kepada:
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

*l .
J,

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) ....; dan

4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

ITAMA PASAITGAIT CALOIY WAI(TU
PEITTAMPAIAII KETERAITGAIT

1 Calon Gubernur/Bupati/Wali
Kota*) dan Calon Wakil
Gubernur/ Bupati/ Wali KotaJ

Pukul
wrB/wrTA/wrT*)

(diisi
"menyampaikan"
atau "tidak
menyan!ryaikan")

2
3
4

M.



3

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)

NO ITAMA JABATAIS TAilDA TAilGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 turggota

4 Anggota

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
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BA HASIT
PENERIMAAN LPSDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVTNST / KABUPATE N / KOTA1

BERITA ACARA
ITOMOR

TTITTAIVG

HASIL PEIYTRIMAAIT LI\PORAil PENIRIMAAIT SIIMBAITGAIY DAITA

KA}IPAITTE DAL,ITU PTMITIHAIT GI'BERIYUR DAil WAISL
GUBTRITIIR/BTIPATI DAIT WAIIIL BI'PATI/WALI KOTA DAIY WAIIIL WALI

KOTA*l TAHUIT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di,. ......., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenlKota*) telah menerima Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakit Walikota*),

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (U Undang-Undang
Nomor I. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2A tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai hrikut:
1. Berdasarkan tanda terima penerimaan La.poran Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye pada hari tanggal ... bulan
tahun sampai dengan pukul 18.00

WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang menyampalkan
atau tidak menlrampaikan I"aporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye yaitu:
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ITAUA PASAITGAIT CALOT WAI(TU
PEITTAMPAIAN KEIERAITGAIY

1 Calon Gubernur/Bupati/Wali
Kota*) dan Calon Wakil
Gubernur/ Bupati / Wali Kota*)

Pukul
wrB/wrTA/wrT*)

(diisi
"menyampaikan"
atau "tidak
menyampaikan")

2
3
4

2. Rincian pencennatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wa1ikota, hasil
pencernatan terhadap laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Frovinsi/KlP
Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota*) serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

*\.
It

3. 1 (satu) rangt<ap untuk arsip KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*) ... .; dan

4. 1 (satu) rang[ap untuk Kantor Akuntan Pub[k.

IIO.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN/KOTA1

NO NAMA JABATAIT TAIYDA TAIYGAII

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

6 Anggota

7 Anggota

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
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BA HASIT
PENERIMAAN TPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVr NSr / KABU PATEN / KOTA*)

BTRITA ACARA
ITOMOR

TEUTAITG

HASIL PEISERIMAAIY LAPORAIT PTITTRIUAAIY DAN PEITGTLUARAIY DAilA
KAUPAtrYE DALIIM PEMILIHAIT GUBIRilIIR DAIT WAI(IL

cuBrRnuRlBrrpATI DAil wArrrL BTTPATI/WALr KOTA DArr WAITTL WALI
KOTA*l TAHTIN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di..... Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima l"aporan

Penerimaan dan Pengeluaralr Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*),

sebagaima.na dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (U Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2AL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A2A tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2A2A tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:
1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye pada hari
bulan tahun

pukul 18.00 WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang
menyampaikan atau tidak menlrampaikan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

...:.:........... **r* ffi?#
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llo. ITAMA PASAITGAIT CALOIT
ITAI(TU

PEIYYAMPAIAIT I(BTERAITGAIT

1 Calon Gubernur/Bupati/Wali
Kota*) dan Calon Wakil
Gubernur/ Bupati I Wali Kota*)

Pukul
\ryrB/wrTA/wrT*)

(diisi
"menyampaikan"
atau "tidak
menyampaikan")

2
3
4

2. Rincian pencerrnatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam
lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil
pencerrnatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Ka:npanye

Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Frovinsi/KlP
Aceh atau l<PU IKIP Kabupaten/Kota*) serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

*\........ t,
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU FrovinsilKlP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota1 ... ....... ; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk I(antor Akuntan PubHk.
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN/KOTA*)

NO NAMA JABATAN TAilDA TAITGAIT

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5. Anggota

6 Anggota

7 Anggota

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
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